KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Kepada yang terhormat,

A

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

3.

Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Eselon |

di Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN
Nomor: 18 /SE/J/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MELALUI WEBSITE, E-MAIL DAN APLIKASI WHATSAPP

Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pasal 12B dan 12C mengatur tentang delik gratifikasi dan ancaman pidana bagi setiap
pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak

melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah
menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015. Peraturan
tersebut disusun untuk mengefektifkan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
pencegahan korupsi khususnya yang mengatur tentang kewenangan penerimaan dan

penetapan status gratifikasi.

Menindaklanjuti peraturan tersebut, pada tahun 2014 Kementerian Pekerjaan Umum
telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2014
tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian
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Pekerjaan Umum, yang kemudian diperkuat menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu materi
yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut adalah cara Pegawai Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan laporan penerimaan
gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam prakteknya, peraturan mengenai pengedalian gratifikasi di atas belum berjalan
efektif. Salah satu faktor penyebabnya antara lain adalah cara penyampaian laporan
penerimaan gratifikasi yang masih manual, sulit, kurang aman, dan kurang terjamin
kerahasiaannya. Untuk mengefektifkan pengendalilan gratifikasi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu disusun pedoman yang mengatur
penyampaian laporan penerimaan gratifikasi yang mudah, aman dan cepat.

Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 122 Tahun 2012);

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 665);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahanatas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 466);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

9. Surat Edaran Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor B.1341/01-13/03/2017
tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam penyampaian
laporan penerimaan gratifikasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur agar penyampaian Laporan
Penerimaan Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dapat dilaksanakan dengan mudah, aman dan cepat.

Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup:

1. Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi melalui website, e-mail dan aplikasi
whatsapp.

2. Penyebarluasan informasi mengenai penyampaian laporan penerimaan gratifikasi
melalui website, e-mail dan aplikasi whatsapp.



E. Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi Melalui Website, E-mail dan Aplikasi

Whatsapp.

1.

Penyampaian Laporan Penerimaan Gratifikasi melaui Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG) selain dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dan
dropbox gratifikasi, juga dapat disampaikan melalui website, e-mail dan aplikasi
whatsapp pelaporan gratifikasi.

a. website, e-mail dan aplikasi whatsapp pelaporan gratifikasi.:
1) website: hitp./gol.itien.pu.go.id;
2) e-mail: upg_kementerian@pu.go.id; dan
3) whatsapp, melalui nomor: 081316900022.

b. Laporan gratifikasi melalui website, e-mail dan whatsapp berisi:
1) Nama penerima (pelapor);
2) NIP (jika ada);

3) Tanggal diterima gratifikasi;
4) Nomor Handphone /Telp;
5) Alamat e-mail;

6) Uraian gratifikasi;

7) Taksiran nilai gratifikasi;

8) Jenis gratifikasi;

9) Pemberi gratifikasi;

10) Jabatan pemberi gratifikasi;
11) Data pendukung;

c. Untuk memudahkan penilaian KPK atas gratifikasi, pelapor wajib mengunggah
dokumen/foto bukti gratifikasi.

d. Penyampaian laporan penerimaan gratifikasi disampaikan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi.

e. Untuk memudahkan pelaporan gratifikasi di Unit Organisasi, UPG Eselon |
menyiapkan alamat e-mail khusus pelaporan gratifikasi dan dapat membentuk
satuan tugas pelaporan gratifikasi.

f. Pengelolaan laporan penerimaan gratifikasi melalui website, e-mail dan
whatsapp dilaksanakan oleh Tim Kerja UPG Kementerian yang ditetapkan
oleh Inspektur Jenderal.



g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan gratifikasi
melalui website, e-mail dan whatsapp tercantum dalam Lampiran | yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Penyebarluasan informasi mengenai Pedoman Penyampaian Laporan
Penerimaan Gratifikasi melalui Website, E-Mail dan Aplikasi Whatsapp.

Untuk dapat lebih mengefektifkan pengendalian gratifikasi dan meningkatkan
kinerja pelaporan gratifikasi, seluruh Unit Organisasi dan Unit Kerja agar
menyebarluaskan Surat Edaran ini melalui media-media publikasi seperti standing
banner, pamplet, leaflet, spanduk, dan lain-lain seperti contoh yang terdapat dalam

Lampiran Il Surat Edaran ini.

F.  Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian, atas-perhatian Saudara disampaikan terima kasih.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017
- /r';; IJ! st
DR. RILDO ANANDA’ANWAR, SH, MH
NI P~19w5,§Q.4¢1_f-1 984031002
| 2t ;'_,/
Tembusan Yth.
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.




LAMPIRAN |

SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR: 18 /SE/IJ/2017

TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MELALUI
WEBSITE, E-MAIL DAN APLIKASI WHATSAPP

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
MELALUI WEBSITE, E-MAIL DAN WHATSAPP

Tata Cara Penyampaian Laporan Gratifikasi Melalui Website:

1.

Buka browser internet dan ketik http:/gol.itien.pu.go.id untuk masuk, atau buka

website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat www.pu.go.id, cari

dan klik tombol Lapor Gratifikasi.

Klik “Laporkan Gratifikasi”

Untuk lapor pertama kali klik tombol ‘Laporkan” dan isi formulir pelaporan

gratifikasi dan masukkan kode captha kemudian save.

Setelah disave klik “kirim” untuk proses selanjutnya atau klik ‘rubah” jika ada

perubahan data laporan, atau klik “batal” jika anda tidak jadi mengirim laporan.

Setelah klik “kirim” anda akan memperoleh nomor register dan password untuk

memantau tindak lanjut laporan gratifikasi. Simpan nomor register dan password

yang telah diperoleh.

Untuk memantau tindak lanjut laporan gratifikasi, masukan nomor register dan

password.

a. Status Terdaftar: Laporan Gratifikasi telah selesai diinput

b. Verifikasi UPG: Laporan Gratifikasi telah selesai diverifikasi Tim UPG
Kementerian dan dikirim ke KPK |

c. Telah Diverifikasi : Laporan Gratifikasi telah mendapat Keputusan dari KPK.

Tata Cara Penyampaian Laporan Gratifikasi Melalui E-mail:

1.

Buka browser internet dan silakan masuk ke akun e-mail anda masing-masing.

2. Tulis laporan gratifikasi anda dengan mengisi formulir:

Nama penerima (pelapor) e e e e
NIP (jika ada) e e e e e
Tanggal diterima gratifikasi  : ......... ... . . .. .. ...



Nomor handphone /telp
Alamat e-mail

Uraian gratifikasi

Taksiran nilai gratifikasi
Jenis gratifikasi

Pemberi gratifikasi
Jabatan pemberi gratifikasi
Data pendukung

.......................................
.......................................
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

(untuk diunggah). . .......................

Kirim ke alamat e-mail : upg_kementerian@pu.go.id

Selanjutnya Pelapor akan mendapatkan balasan mengenai tindak lanjut pelaporan

melalui e-mail.

Tata Cara Penyampaian Laporan Gratifikasi Melalui Whatsapp:

N~

Buka Aplikasi Whatsapp di Handphone anda
Simpan nomor 081376900022 di daftar kontak anda

Buat pesan baru di whatsapp

Isi formulir laporan gratifikasi di whatsapp

Nama Penerima (Pelapor) :
NIP (jika ada) :

Tanggal di terima gratifikasi :
Nomor Handphone /Telp :
E-mail :

Uraian Gratifikasi :

Taksiran nilai gratifikasi :
Jenis Gratifikasi :

Pemberi Gratifikasi :
Jabatan pemberi Gratifikasi :
Data pendukung :

Kirim (send) laporan gratifikasi ke nomor 081316900022 yang telah disimpan di

daftar kontak anda

Selanjutnya Pelapor akan mendapatkan balasan mengenai tindak lanjut pelaporan

melalui whatsapp.
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